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Permintaan evaluasi ini dilakukan lantaran industri kripto dianggap
masih baru dan butuh berkembang.

Bappebti Minta Penerapan Pajak Kripto Dievaluasi,
Ditjen Pajak Jawab Begini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka
suara soal permintaan Badan Pengavas Perdagangan Berjangka
Komedii (Bappebti) untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto.

Permintaan evaluasi ini dilakukan lantaran industri kripto dianggap
masin baru dan butuh berkembang. Bappebti menilai pengenaan
pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan
sudah maju.

Direktur Penyuluan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
DJPKementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan, segala
masukkan baik dari pelaku industr atau masyarakat umumnya
pasti akan dibahas secara internal

"Masukkan dari Bappebti, masyarakat kita terima. Pasti akan
dibicarakan secara intenal,”tegas dia di Jakarta, Rabu (2812).

Menurut catatannya, dari 33 exchanger sebagai pemungut pajak
Kripto, total setoran pajak yang diperoleh sejak Mei 2022 hingga
Januari 2024 sebesar RpS06,4 miliar.

“Ditahun 2024 sendir, sampai dengan Januariitu Rp 39,13 miliar."
jelas Dvi

Untuk diketahui, pajak yang dipungut untuk transaksi kripto di
antaranya bagi penjual aset kripto yakni pajak penghasilan (PPh)
dan bagi pembeli aset kripto dinamakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN),

PPh untuk penjual aset kripto terdaftar pajak yang harus
dibayarkan sebesar 0,1 persen dari nlai transaksi, sementara PPN
‘adalah 0,11 persen dari nlai transaksi

‘Sernentara yang belum terdaftar di Bappebi, pungutan pajaknya
lebih tinggi yakni PPh 0.2 persen dan PPN sebesar 0,22 persen
Adapun ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, yang berlaku sejak 1
Mei 2022.

Terkait hal ini, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya
menuturkan, pajak kripto di Indonesia berdampak kepada nilai
transaksi kripto dalam neger

“Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini menambah biaya bagi
para nasabah. Banyak nasabah yang transaksi di exchange luar
negeri” kata Tirta

Tirta menambahkan, pengenaan dua pajak untuk aset kripto yaitu
PPH dan PPN karena aset kripto saat ini masih dianggap sebagal
barang komoditas.

Kripto bisa mengingat
industri ripto di tanah air yang masih baru.

“Kalau dikenakan langsung besar, industri kipto Indonesia masih
‘embrio. Secara keseluruhan industri kripto masih baru. Industri
yang masih baru perlu diberi ruang untuk bertumbuh,” ujar Tirta.

Terkait peralihan pengawas aset kripto dari Bappebi ke Otoritas
Jasa Kevangan (OJK) diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk
Dirjen Pajak karena nantinya aset kripto akan masuk dalam seklor
keuangan

“Biasanya pajak ada evaluasi kalau pajak aset kipto tidak
direduksi, setidaknya pengenaannya tidak PPh dan PPn. Kami
bersama asosiasi siap berkoordinasi dengan Dirien Pajak, lanjut
Tita.

Meskipun begitu, menurut Tirta pengenaan pajak untuk aset kripto
memberikan kontribusi luar biasa pada negara. Bahkan pajak aset
Kripto lebih dari 50 persen pajak fintech

‘Saat initerdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di
Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak
tambahan
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